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Menimbang

Mengingat 1.

b.

BUPATI KATINGAN

bahwa dalam upaya tertib administrasi dan fisik barang milik
Pemerintah Kabupatpn Katingan, perlu disusun suatu pedoman
mengenai sistem* dan prosedur pemanfaatan a$ar dapat
digunakan secara optimal dalam mendukung penyelenggaraan
Otonomi Daerah;

bahwa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun
2OAT Pasal 4 Ayat 2 huruf f untuk melaksanakan Pemanfaatan
Barang Milik Daerah maka perlu disusun Sistem dan Prosedur
Pemarifaatan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Katingan ;

bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a
dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati
Katingan r 

... *.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Disar
Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesta
Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2oa3l;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
PenyelJn ggarata/jl Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi,
Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun lggg Nomor 75, Tambahan tembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3815);

Undang-Undang Nomor 31 Tahun L999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun L999 Nomor t4o, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2001 Nornor L34, Tambhan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor  15O);

2.

3.



4.

5.

7.

8.

undang - undang Nomor 5 Tahun 2OA2 kntang Pembentukan
Itubupaten Katin_gan, _[!qpu-pg!el -.!9ryv"tt,_ Srbgp_*g]
Sutiamara, fabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas,
Kabupaten hrlang Pisau, I(abupaten Murung Raya dan
Kabupaten Barito Timur di Frovinsi Kalimantan Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2ao2 Nomor 18,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a180);

undang-undang Nomor 77 Tahun 2OO3 tentang Keuangan
Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
NomOr 47, TArrLbAhe!1 Leilibardn Ne$nirf Republik Indonesia
Nomor a2861;

6. Uiidans-Undans Noiiioi 1 Ta6uri 2oa4
Negara (I"embaran Negara Republik

t#ta;g PdbenAaharaaii
Indonesia Tahun 2OO4

9.

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Nomor a355);

Repr-rblik Indonesia

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2AA4 tentang Pemeriksaan,
Pengelolaan Dan Tanggungiawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Repubtrik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan
L€mbeian Negirre Republik Indonesia Noinor 44OO);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2AA4 tentang Pemerintahan
D"glgl, (Lembaran !!e_gar_a E"pltp!! J@o1e9_9-Ie:q ?o"9,4
Nomoi 12S, Tain$ahan Gm6aran Negara Republik Indonesia
Nomor 44}7\sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undaag-Undang Nomor 1.2 Tahun 2OO8 {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aSaa|;

undang-undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah
(Lernbaran Negafa Republilt Indonesia Ta.hun 2ao4 Nomor
L26, Tay;5rbahan Lembaran Negara Repubtik Indonesia Nomor
aa38l;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O11 Nomof 82, TafrEahari Gm6arari N6fara
Republik Indonesia Nomor 523a|;

1 1. Peraturan Pemerintah Nornor 46 Tahun 7971 tentang
penjuatan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun L97L Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor L9671;

12. PerdhrrAn Pemerintah Nomor 4O Tahun L994 tentdng Rumah
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994
Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indone.s_ia

Nomoi 3573) Sebagaimana telah diubah A;ngari Peiatiiian
Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 4O Tahun L994 tentang Rumah
Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo5
Nomor 64, Tambahan Itmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor a515);
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13.

L4.

15.

16.

17.

18.

19.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang
Pengamanan Dan Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara
Dari Pemerintah Pusaf Kepada PemCrintali DaerEh DAlam
Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OO5 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OOS Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a5781;

Perdturdn Pemerintdh Nomor 79 Tdhun 2OOS tentriurg
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pqmerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Noinor 165, Tam6a6an I*AU*aii Negaia
Republik Indonesia Nomor a593);

Peraturan Pemerintatr Nomor 6 Tahun 2A06 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 2A, Tambahan
Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor a609l;

PerS.ttrraii Pemerintah No'mor 38 Terleun 2OO7 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemelintahan Daelqh Prowinsi, _D* " l"qmerintahan Daerah
KabupatenlKota {Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2AO7 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 47371;

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2O1O tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonsia
Tahun 2OlO Nomor 123, Tambahan km6aran Negara
Republik Indonesia Nomor 5165);

Peratrrran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun 2OO8
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang menjadi
Kewenangan Pemerintah Kabupaten Katingan (Lembaran
Daerah l(abupaten Katingaa Tahun 2OO8 Nomor 3|;

Pei€trrrdrii Drler6h KebUpeten Kdtin$dn NorriUr 8 TAhUn 2011
tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Katingan Nomor I Tahun 2AlLl;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang
Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugr Keuangan
dan Materiil Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2AAO kntang
Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2OO7 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2AA6 rcntang
Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan
Daerah;

2t.

20.

22.



23. Kepuhrsan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2OO1

tentang Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah;

24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor L2 Tahun 2OO3

tentang Pedoman Penilaian Barang Daerah;

25, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 20A6
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

26. Perafirran Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahqn 2OOT

tentasg Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

MEIEUTUSI(AX

MenetapKan : PERATURAN BUPATI KATINGAN TENTANG SISTEM DAN
PROSEDUR PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN .

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Pefatuian Daenfi ini, yans dimalisua deiidan :

1. Pemerintah Daerah adale.h Pemerintah l(abupaten
Katingan yairu Bupati beserta perang$at Daerah otonomi
sebagai Badan Eksekutif Daerah;

2. Bupati adalab BuPati Katingan ;

3. Dewan PerwAkilAn RaIryat DAerAh yang SelaLr{utrrya disebut
DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Katingan ;

+. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten
Katingan ;

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten
Katingan ;

6. Inspektorat adalah Inspelrtorat Kabupaten Katingan ;

T. Sahran Keda Perangkat Daeiah (SKPD) adalah ;u[tu
Perangkat Pemerintah Daerah yang mempunyai pos
anggaran tersendiri pada APBD yang terdiri dari Sekretariat
Daeralr, Selaetariat DPRD, Dinas-dinas Daerah, Lembaga
Teknis Daerah, Biadan / l*mbaga l,ainnya, Kantor;

8. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat Pemerintah Daerah
yang berwenang membina dan mengawasi penyelenggaraan
Pemerintah Daerhh;



Satuan Kerja Perangkat Daerah yffLg selanjutnya disebut
SKPD adalah perangkat daerah selaku pengguna barang;

unit Kerja adalah Bagian dari sahran Kerja Perangkat
Daerah selaku Kuasa Pengguna Barang;

11. Barang milik daerah adalah semua barang yangdibeli atau
diperoleh ata.s_ peban APBD atau berasal dari perolehan
lainnya yang sah;

9.

10.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Pengelotra barang milik daerah selanjutnya disebut
pengelola adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung
jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik
daerah;

Pembantu pengelola barang milik daerah selanjutnya
disgbu! pgmpqqtu P_engglgla _ .adalah p-g1b-at yang
befianggungiawab meiigkooiAinif pdritClanggaraan
pengelolaan barang milik daerah yang ada pada satuan
kerja perangkat daerah;

Pengguna barang milik daerah selanjutnya disebut
pengguna {alah pej+!gt_ pemegang kewenangan
p"t E rt "an 

barang milik daerih;

Kuasa pengguna barang milik daerah adalah kepala satuan
keda atau pejabat yang difunjuk oleh pengguna untuk
menggunakan barang milik daerah yang berada dalam
penguasaannya;

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya

4iqelUt detgan fqqgadql+ Berl,:ans/J+Ig a{alah 1."4"!et
rintut< memperoleh Barang/Jasa oleh Satuan Kerja
Perangkat Daerah yang prosesnya dimulai dari
perencanaan kebuttrhan $ampai diselesaika3nya selumh
kegiatan untrrk rnemperoleh Barang/ Jasa;

Penyimpan barang milik daerah adalah pegawai y*Lg
diserahi tugas unark menerima, menyimpan, dan
mengeluarkan barang;

Pengurus barang milik daerah adalah pegawai y{Lg
diserahi tugas untuk mengurus barang 4aeratr yang ada di
setiap satuln kCrja perang-kat daerah/unit keda;

Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik
daerah dari daftar barang dengan menerbitkan srrrat
keputusan dafi pejabat yffirg berwenang untuk
membebaskan penggura dan/atau lmasa pengguna
dan/atau pengelola dari tanggung jawab administrasi dan
fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya;

Daftar barang pengguna yang selanjutnya disingkat dengan
DBP adalah daftar yang memuat data barang yang

digunatian oteti masirig-masing pengguna;

20.



(21

e. menyetujui usul pemindahtanganan dan penghapusan
barang milik daerah ggg14r batas kewenangannya; dan

f. menyeh4jui usul pemanfaatan 6arang mitit< daeiali
selain tanah dan/atau bangunan.

Sekretaris Daerah selaku pengelola, berwenang dan
bertanggung jawab:
a. menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan

barang milik daerah;
b. meneliti dan menyetr:dui renc€lna kebuhrhan barang

niilili dierdh;
c. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan
_ pglpllharaanlperawatan barang milik daerah;
d. mengatur pelaksanaan pemanfaatan, pengliapiisan dan

pemindahtanganan barang milik daerah yang telah
disetqiui oleh Bupati;

e. melakukan koordinasi dalam pel,aksanaan irrventarisasi
barang milik daerah; dan

f. melalukan pengawasan dan pengendalian atas
pengelolaan barang milik daerah.

Sekretads Daerah seleku pengelola beuang fiiilik daerah
dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada
pembantu pengelola.

pembantu

(3)

(4)

dalam
dimaksud

melaksanakan
pada ayat" {21

(5) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku pengguna
barang_ !*li_k {e"gh. berurenang dan bertangungiawab:
a. mengqjiilian iendant ke6iifuhan barang riiilik daerali

bagi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya
kepada Bupati melalui pengelola;

b. mengqjukan permohonan penetapan status untuk
penguasaan dan penggunaan barang milik daerah yang
diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang
sah kepada Bupati melalui pengelola;

c. melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik
daeiah yarig berada dalairi pengueseennya;

d. menggunakan barang milik daerah yang berada dalam
pelsms_ag1ny? u3tqE ke:pentinggq "pglyglenggaraan
tugas poliok dtn tuntSi safian tieda perangkarAieiah
yang dipimpinnya;

e. mengarnankan dan memelihara barang rnilik daerah
yang berada dalam penguasaannya;



f. mengajukan usul pemindahtanganan barang milik
daerah berupa taqah danlatau F"ng141gL-ytng q+"k
memerlukan" persetujuan Dawan P"rwa6hn Ralryat

Daerah dan barang milik daerah selain tanah dan/atau
bangunan kepada Bupati melah'li pengelola;

g. *"rt!"rahkan tanah dan bangunan yang tidak
dimanfaatkan unhrk kepentingan penyelenggaraan

tugaspokokdanfungsisatrrankerjaperanglotdaerah
y;g dipimpinnya kepada Bupati melalui pengelola;

h. melikukan pengawasan dan pengendalian atas

penggunaan i:ru.,ing rnilik daerah iiaiig ade del6m
penguasaannYa; dana

i. menyusun dqq _ mgny?TElqk"g IfPoIq+ lererc
Ptinesuna Semeaaeran (LBPS) dan Laporan {"t"lg
Pengguna Tahunan {LBPT) serta Laporan Inventarisasi 5
(Uma) tahunan (sensus) yang berada dalam
penguasaaffrya kePada Pengelola'

(6) Kepala Unit Pelaksana Tekais Daerah selakrr kuasa
pengguna barang mitik daerah, benuenang dan
bertanggung jawab:
a. mefrajutin rencana kebutuhan btrang__inil$ laerah

bagi-Git kerja yangdipimpinnya kepada Kepala Satuan

. Egrj" p_"Igqsl<{ Q+g13lr y-qls bgggaqg.lq+an; --
b. melakulian 

-da;atata; aan- inteniarisaai fiarang milik
daerah yang berada dalam penguasaannya;

c. menggun"k*, barang milik daerah yang berada dalam
penguasaannya untrrk kepentingan penyelenggaraan

tugas pokok dan fungsi unit kerja yang dipimpinnya;
d. mJngamanka' dan memelihara barang milik daerah

yang berada dalam Penguasaannya;
e. metakukan pengawasan dan pengendalian atas

penggunaan Uar"ng mittk daemh Yang ada dalam
penguasaannya; dan

f. ingnruppn dan menyampaikan ?"pg"f" Barang KuagS
pengguna Semestei if,BKPSl Aan dpofan Baraiid l(tiasd
PenggunaTahunan(LBKPT}yangberadadalam
penguasaannya kepada kepata safi.ran kerja perangkat
daerah Yang bersanglcutan.

l7l Penyrmpan barang berhrgas menyimpan barang milik
aaeiah y*S berada pada SKPD, meliputi:
a. melakufin perhitungan barang (stock opname)

serlikitriya sitiap 6 (enarn) buleue sekali yeng
menyebutkan dLngan jelas jenis, jumlah, dan
keterangan lain yang diperlukan; , --..

b. aa"erifAan m;nshimi;un dolmffien pensadaaii 6Aians
yang diterima;

c. heneliti jumlah dall kualitas barang yan8 diterima
sesuai dol*armen Pengadaan;

d. mencatat barans milik daerah yarLg diterima ke dalam
bulru/t{artu barang;

e. membuat laporan penerimaan, penyaluran dan
stock/persediaan barang milik daerah kepada

pengguna;



f. menghimpun seluruh tanda bukti penerimaan dan
pengeluaran/pepygrahan - barang secara tertib dan
teratur sehingga memudahkan dalam menaari apaEila
sewaktu-wakfu diperlukan terutama dalam
hubunganaya dengan pengal,vasan;

g. membuat laporan secara periodik maupun insidentil
mengenai pengurusarl barang yffiLg menjadi
tansgun$awabnya kepada pengelola melalui penguna;
dan

h. mengamankan barang milik daerah yarrg ada dalam
persediaan.

(8) Pengurus barang bertugas mengurus barang milik daerah
pada masing, !l?!Bg SKP_ D_, meliputi :

a. mencatat seluruh Barang Milik DACfah i*g Eeiadi di
masing-masing SKPD yarrg berasal dari APBD maupun
perolehan lain yang sah ke dalam Karfu Inventaris
Barang (KIB), Kartu Ioventaris Ruangan (IflR), Buku
Inventaris (BI) dan Buku Induk Inventaris (BII) sesuai
kodefikasi dan penggolongan Barang Milik Daerah;

b, melakukan pencatatan Barang Milik Daerah yang
dipelihara/diperbaiki ke dalam l(arhr Pemeliharaan;

c. menyiapkdn Leiporan Bararig Pengguna Sernesteran daue
Laporan Barang Pengguna Tahunan serta Laporan
Invenarisasi 5 (lima) tahunan (sensus) yang berada di
SKPD kepada fengetola iiirilalui iiein6anhr penselola
barang milik daerah;

d. rnenyiapkan usulan penghapusan Barang Milik Daerah
yang rusak atau tidak dipergunakan lagi;

(9) Pembantu pengurus barang berhrgas membantrr pengurus
barang untuk mengurus barang milik daerah pada unit
kerja SKPD.

(lO)Penyimpan barang, pengurus barang dan pembantu
pengurus barang dig+gkg! dari Pegawai lleggri _S1pil_ dengan
Keputusan Pengelola dan ddak 6oleh dirangkap oleh
bendahara.

BAB IV
PEMANFAATAN

Bagian Pertama
Iftiteria Pemanfaatan

Pasal 5

{1) Pemanfaatan barang milik daerah berupa tanali aan/atau
bangunan, selain tanah dan/atau bangunan yang
dipergunakan untuk rnenunjang penyeleaggaraan tugas
pokok dan fungsi SKPD d.ilaksanakan oleh pengguna setelah
mendapat persetujuan pengelola.



a.
6.
c.
d.
e.

(21 Pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah danlatau
bangunan y-qlg tid+ dipgrlg$an 

-. -qntuF gt:"'*i311g
p"t f"tengg*r*"n tugas pokoF dan - fungsi SKPD

iUri.*rrr"Lro oleh pengelola setelah mendapat persetujuan

Bupati.

(3) Pemanfaatan barang mdit daerah selain tanah danlatan.u

h+1gy+an- -yang Ua* dipel-gryaka. untuk menunjang

penyelenggaraan tugta 6taq aan - funesi SKrD

aiUi.*"r,"f.*r, oleh pen-gguna- setelah mendapat persetgjuan

pengelola.

(4) Pemanfaatan barang milik daerah dilaksanakan
berdasarkan pertimbangan !98ryt- {qgg*- memperhatikan
liepentingan daerali dan kepentingan umum'

Baglan Kedua
Bentuk Pemanfaatan

Pasal 6

Bentuk-bentuk pemanfaatan barang milik daerah berupa:

sewa;
pirij;* paliii;
kerj asama pemanfaatan ;

bangun guna serah; dan
bangun serah guna.

Bagran Ketiga
Sewa

Pasal 7

(1) Baralg milik daerah baik barang bergerak maup-un tid+1-' 
bergeik yang belum diman{aatkan ol_eh pe,perintah daerah,

a;fii-iiisa#*r"" kepada pih€ili Kdtida sdpdnjani
menguntungkan daerah.

(21 JenisJenis barang milik daeruh y8drtg dapat disewakan
antara lain :

a. mess/wisma dan sejenisnYa;
b. gudang/gedung dan sejenisnYa;
c. tokolkios dan los;
d. tanah; dan
e. kendaraan dan alat-alat besar'

(S) Bafaflg milik daeiah ,ang diSdwdHn fidak iiidru$€ili sfitus
kepemilikan barang daerah.

(4t Penyewaan barang ?ulrir. daerah berupa tanah dan/atau
bangUnan dilaksanakan oleh pengelola setelah mendapat
persettrjuan BuPati.

(5) Persehrjuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

ditetapkan dengan Keputusan Bupati'



(6)

17l

{8'

Perseflrjuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6)

ditetapkan dengan Keputusan Pengelola'

Jangka wakhr penyewaan barang ryUk dagrah -paling 
lama

S iti*"t tahun dan dapat dipertimbangkan unhrk
diperpanjang.

(10) Pemba,nhr pehgelola m€mi:€rsiapkan, menirinxpan qtlrl' 
mendotcrmentaJit<an administrasi penyeuraan barang milik
daerah.

{1L) Hasil penerimaan p€nyewaan barang milik daera}r disetor ke
kas daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

{1) pemanfaafan Earang milik daerah Selain disewakan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan ini dapat
diker:.akan retribusi.

(21 Retribusi atas pemanfaatan/penggunaan barang miuk
daerah sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan dengan
Peratruran Daerah.

Bagian KeemPat
Pinjam Pakai

Pasal 9

Barang milik dteiah lilik lierupa tanali aan/ttau bangdan
maupun selain tanah dan/atau bangr.rnan, dapat dipinjam
paaaitan untuk kepntingan penyelenggaraan
pemerintahan daerah.

pinjam pakai barang milik daerah berupa tanah dan/atau
bangUnan maupun selain tanah dan/atau bangUnan
dilaksanakan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan
Bupati.

(e)

c.
d.
e.

f,

(1)

(21



te)

(3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (21

ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

t4) Pinjam pakai barang milik daerah dilaksanakan arttara
pemqrintah pusat dengan pemerintah daerah atau antar
pemerintah daerah.

(5) pinjam Pakai tidak merubah stetus hukum/kepemilikan
barartgmilik daerah.

t6) Jangka waktrr ptu{am pakai barang milik daerah paling
lama 2 {dua} tatrun dan dapat diperpanjang.

(71 Pengembeuan barang miuk daerah yang dipinjempailia'ikan
harus dalam keadaan baik dan lengkap.

(S) pinj"* b"k"i barang milik daeiah ditetaplian dengan lqat
perjanjian dan penyerahaffrya dituangkan dalam Berita
Acara.

pinjam pakai barang milik daerah dilakukan
surat perjanjian yang sekurang-kurangnya

e,

(1O) Persyaratan pinjarn pakai barang milik daerah :

a. barang milik daerah tersebut sementara waktu tidak
dimanfaatl<an oleh SKPD;
bar€rrig niiltli daerah yang dipinjampakaikan hanya
boleh digunakan oleh peminjam sesuai dengan
oeruntukannva:
ii":.* pat<ai-tidak mCngganggu ketanaaran tugAS pokok
SKPD;
barang rnilik daerah yang dipinjampakaikan harrs
merupakan barang tidak habis pakai;
peminjam wajib memelihara dan menanggung biaya-
biaya yang diperlukan selama peminjaman;
peminjam bertanggungiawab atas keutuhan dan
keselamatan barang;
pengembalian beraurg rdlik daerah yang
aipin3ampakaikan harus dalam keadaan baik dan
lenekap: dan
p"rfrrat"an kesangg,rp* mengganti aliu memperbailfr
apabila terjadi kehilangan atau kerusakan atas barang
yang dipinj ampakaikan.

c.

d.

e.

f"

h.



Bagian Kelima
Kerjasama Pemanfaatan

Pasal 1O

K[rjaiama pemanfaAtan 6#aig ihilik dAiiah d6ngan pihak lain
dilaksanakan dalam rangka:

a,.mengoptimalkandayagunadaahasilgunabarangmilik
daerah; dan

b. meningkatkan penerimaan daerah'

Pasal 11'

(1) Kerjasama pemanfAaian barang mitik daefah ailakaanakan

dalam bentuk:
a. kerjasama pemanfaatan barang milik daerah atas tanah

dan/atau bangunan yang sudah diserahkan oleh
pengguna barang kePada BuPati;

b. i<erjasama pemanfaatan atas sebagian tanah dan/ahu
bangunan yang masih digunakan oleh pengguna barang;

c. kerjisama pe*arrfaatan atas barang milik daerah selain
t€inah drln/ailru bangunan.

t2l Kerjasama pemanfaatan atas barang milik daerah\-' 
sedagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dilaksanakan
ol;Ii ;"nseloh $arans Setelah m;ndApaa peiletqiuan Bupati.

t3) Kerjasama pemanfaatan atas barang milik daerah
seblgaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dan c,

dilaksanakan oleh peEgguna barang setelah mendapat
persetujuan Pengelola-

(4) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (21 9d*! ' bentuk Keputusan Bupati dan p9ryeq1,}an sebagaimana

aim"rsua atat (3) A{iki;1i 6erituk Kliutuiaii Ptindelola.

Pasal 72

(1) Kerjasama pemanfaatan atas barang milik daerah
dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berilart:
a. tidak tersedia atau tidak culrup tersedia dana dalam

APBD untdk memenuhi biaya operasionallpemeliharaanl
perbaikan yang diperlukan terhadap barang rnilik daerah
dimaksud;

b. mitrt-kada a pemaafaatarr Aitefii;kdii ffi'tittilui ftindeir

dengan mengilrutsertakan sekr:rang-kurangnya 5 (lima)

pesJrta/peminat, kecuali unttrk barang milik daerah yang
bersifat khusus dapat dilakukan secara penunjukan
langsung;

c. besaran pembayaran kontribusi tetap dan pembagian
keuntungan hasil kerjasama pemanfaatan ditetapkan dafi
hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh Bupati;



d. pembayaran kontribusi tetap dan pembaglltrL keunttrngan
hasil kerjasama pemanfaalqq alqqlgf kg kas daerah setiap
tahun selama janglra wakhr pengoperasian.

{21 Braya pngkajian, penelitian, penaksiran dan pengumuman
tender/lelang, dibebankan pada APBD.

(3) Biaya yang berkenaan dengan per_siaq3n dan pelaksanaan
penyusunan surat perJadian, konsultan
pelaksana/pengawas, tidak dapat dibebankan pada Pihak
Ketiga.

(4)

(s)

(61

Jangka walctn kerjasama pemanfaatan paling lama 30 (tiga
puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat
diperpanjang.

Jangka waktu kerjasama pemanfaatan barang mitik daerah
untuk penyediaan infrastnrktur paling lama 5o (lima puluh)
tatrurr sejak perjanjirrn ditandatangani.

(71 Setelah berakhir jangka wakhr kerjasama pemanfaatan,

E-qpfli _menetapan status -pen-g-gqgaanl Wmanfaatan atas
r^"-ah Aan/AiAA Eangiinan aeauai katentiian peiAhfan
perundang-undangan.

Pasal 13

(1) Barang Milik Daerah yang bersifat khusus sebagaimana
aimatua pada Pasal 72 ayat (1) humf b adalah ta-nah untuk
keperluan kebun binatang {pengembang biakan
satwa/pelestariari satwa langka), pelabuhan udara,
pengelolaan limbah, pendidikan dan sarana olah raga-

tZ) Besafan pemfqtaran [ontribuai aefagaimana aimakjud
pada pasal 12 ayat (1) huruf c dengan memperhatikan
antara lain :

a. nilai tanah dan/atau bangunan sebagai obyek
kerjasama ditetapkan sesuai NJOP dan/ata'u harga
pasaran llmum, apabila dalam sahr lokasi terdapat nilai

NJOP dan/atau pasaran umum yang berbeda dilakukan
perjumlahan dan dibagi sesuai jumlah ya'ng *d3i .,6. itasiat"n kiidasffia -iiidilfaatdn untuk kepeiitiiisan
umum dan/ ata:.;- kegiatan perdagangan;

c. besaran investasi dari mitra kerja; dan

d. penyerapan tenaga keda dan peniagkatan PAD.



Pasal L4

(1) Prosedur ke{asama pCmanfaatan
berikut:

sebagai

a. permohcnan kerjasama pemanfaatan ditujukan
kepada Panitia tender/ lelang dan dilengkapi data
sebagai berikut:
1. akte pendirian;
2. memiliki SIUP sesuai bidangnYa;
3. telah melakukan kegiatan usaha sesuai

bidangnya;
4. meng{ukan ProPosal;
5. memiliki keahlian di bidangnYa;
6. memiliki modal kerja yang cukup; dan
7. Data Teknis :

a) tanah : lokasi/ atrarnat, luas, status
penggunaan saat ini;

b) bangunan : lokasi/ alamat, luas,
stahrs/IMB, kondisi;

c| rencana penambahan bangunan gedung dan
f,asilitas lainnya dengan memperhatikan
: KDB {Koefisien DASar Bangunan).
- KLB (Koefisien Luas Bangunan).

b. Tugas tim/panitia sebagaimana dimaksud pada
hurr'rf a adalah sebagai berikut :

1. menerima dan meneliti secara administratif
perrnohonan yang diqjukan oleh pemohon;

2. meneliti dan membahas proposal/surat
permohonan yang diajukan pemohon yang
berkaitan dengan jenis usaha; illasa
pengelolaan, besarnya kontribusi dan hal-hal
lain yang dianggap perlu sesuai bentuk
peinerifaatennjia bersarra:seme dengan pihak
pemohon;

3. melakukan penelitian laPangan;
4. mem6uat Eerita acara liasil ii,encilitian;
5. memberikan dan menyampaikan saran

pertimbangan kepada BuPati;
6. menyampaikan surat jawaban penolakan atau

persetujuan pemanfaatan dari Bupati tentang
persetujuan Pemanfaatan ;

7. menyiapkan Keputusan Bupati tentang
persetr-rjuan pemanfaatan; dan

8. nrenyiapkan surat perjanjian, Berita Acaie Serah
Terima.

(21 PelakSanaan kedasamt pemanfaatan afas Baiang Milik
Daerah ditetapkan dalam Surat Perjanjian yang memuat
antara lain :

pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian;
objek kerjasama pemanfaatan;
jangka vraktu kerjasama pemanfaatan;
pokok-pokok mengenai kerjasama pemanliaatan;
data Barang Milik Daerah yang menjadi objek
kerj asarria perria'nfiatan ;

a.
b.
c.
d.
e,



f. hak dan kewajiban para pihak yang terkait dalam
perjanjian;
besarnya tcontriUusi
keunh.rngan yang
Keputusan Bupati;
sanksi;
surat perjanjian ditandatangani oleh pengelola atas
nama Bupati dan mitra lrerjasarna; dan
persyaratan lain yang dianggap perlu.

Bagian Keenam
Bangun Guna Serah

Pasal 15

(1) Bangun Guria Seiah 6arang iiilili iiaerah dapat
dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. pemerintatr daerah memerlukan bangunan d"1

fasilitas bagi penyelen ggaraara pemermtahan daerah
untuk kepentingan pelayanan umum dalam rangka
perryelenggaraan hrgas pokok dan fungsi;

b. tanafr milik pemerintatr daerah yang telah
diserahkan oleh pengguna kepada Bupati;

c. tidak terSediS. dena APBD untuk penyediaan
bangunan dan fasilitas dimaksud;

d. penggunaan tanah yang dibangun harrs sesuai
fu;Eari Reriaaia Tata Ruads;
barang milik daerah belum dimanfaatkan;
mengoptimallran barang milik daerah;
dalam rangka efisierzsi dan efektifitas;
menambah/meningkatkan pendapatan daerah; dan
menru{ang program pembangunan dan
kemasyarakatan pemerintah daerah.

(21 Bengun Guna Serah barang milik daerah sebagaima'na
dimaksud pada ayat {1} dilaksanakan oleh pengelola
setelah mendapat persetqiuan Bupati.

(3) Persehrjuan sebagaimana dimaksud pada ayat (21

ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 16

(1) Pddtapai liiiffa Badsun Giina s6idh 66ians mitit
daerah dilaksanakan melalui tender I lelang dengan
mengilmtsertaken sekurang - kurangnya 5 (lima)
peserta./peminat,

t2l Apabila telah diumumkan 2 (dua) kali berturut-turut
peminatnya kurang dari 5 (lima) berarti dapat
dilak*an proses pemilihan langsung atau penunjukan
langSung melilui negosi6.Si baik teknis maupun harge-

aetap dan ffm6agian ha5il
ditetapkan sesuai dengan

h.
i.

j.

e.
f.
dD'
h.
i.



(3) Mitra Bangun Guna Serah yang telah ditetapkan.. 
sehma j."gt 

" 
w-aklq plqgoperasian, harus memenuhi

kewajiban sebagai berikut:
a. mlmbayar kontribusi ke kas daerah setiap tahul

yang besarannya ditetapkan berdasarkan hasil
perhittrngan tim yang dibentuk oleh Bupati;

f. tiaat menjaminkan, menggadaikan atau
memindahtanganan objek bangun guna serah; dan

c. memefihara objek bangun guna serah.

(4) Obyeli bAngun guria serdh sebd.$fifirand dimaksud
pada ayat (3) huruf b, berupa sertilikat hak pengelolaan
milik Pemerintah Daerah.

(5) Obyek bangun guna serah berupa tanah dan/atau
bangunan tidak boleh dijadikan jaminan dan/atau
diagljnkan.

(6) Hak guna bangunan di atas hak pengelolaan milik
Pemerintah Daetah dari pelaksanaan bangun guna
serah dapat diliadikan jaminan dan/atau diagunkan
sesuai ketentuan peraturan penrndang-undangan'

(71 Jangka waktu bangun guna serah paling lama 3O (tiga
puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani.

{S) Bangun Guna Seratr dilaksanakan berdasarkan surat
pedanj ian yang sekurang-kg-rangnya memuat:
A. p"ta pihak yAng ferkait dalam perjanjian;
b. obyek bangun guna serah;
c. jangka waktu bangun guna seratr;
d. pokok-pokok mengenai bangun guna serah;
e. aat* barang milik daerah yang menjadi obyek

bangun guna serah;
f. hak-dan kewajiban para pihak yffig terkait dalam

perjanjian;

g. jumlah/besarannya kontribusi yang harls dibayar
oleh pihak ketiga;

li. iaritcii;
i. surat perjanjian ditandatangani oleh pengelola atas

nama Bupati dan mitra kerjasama; dan
j. persyaratan latn yarrg dianggap perlu.

(g) Izin mendirikan bangunan bangun guna serah harus
atas nama Pemerintah Daeratr;

(10) Biaya peng ejian, penelidda dan pengumuman
tender/le1ang, dibebankan pada APBD.

(lU Biaya i"tg berkenaai aengan peisiapan dan- ' 
pelaksanaan penyusunan Surat Perjanjian, konsultan
pelakeana/pengawas, dibebsnkan pada pihak

Pernenang.



(12) Setelah jangka wakhr pendayagunaan berakhir, obyek
bagun guna serah-terlebih dahulu diaudit oleh aparat
pengawasan fungsional pemeiiitah Aieidh Se6elum
penggunaannya ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 17

Besaran konkibusi yang dicantumkan daiam perjanjian
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (8) ditetapkan
berdasarkan hasil perhitungan tim yang ditetapkan oleh
Bupati deagan ineinpefhatikari afltere lain :

a. nilai aset bempa tanah milik pemerintah daerah
sebagai objgl. !_"nry1 _guqe lglah 4{gtspkan sesuai
NJOP dan harga pasaran umum setempat dibagi dua,
dan apabila dalam suatu lokasi terdapat nilai NJOP dan
harga pasaran umum setempat yang berbeda,
dilakukan penjumlahan dan dibagi sesuai dengan
jumlah yang ada;

b. apabila pemanfaatan tanah tidak mertrbah status
penggunaan/pemanfaatan (fungsi|, dimana pola
bangun guna serah dilakukan pembangunannya
dibawah perrnuka€m teriah, maka nilai tanahnjra
diperhitungkan sepamh (s0yo) dari nilai sebagaimana

.. {qql.gg{p"{e huruf a di atas; 
_c. peruntukan bangun guna serah unfuk kepentingan

umum dan atau kepentingan
perekonomian / perdagangan ;

d. besaran nilai investasi yang diperlukan/menjadi
tanggung jawab pihak ketiga; dan

e. dampak terhadap penyerapan tenaga kerja dan
peningkatan PAD.

Pasal 18

(1) Permohonan penggurausahaan bangun guna serah
ditujukan kepada Panitia tender/lelang dan dilengkapi
data SebAgai berikut:

akte pendirian;
rnerniliki SIUP (Surat Ijin Usaha Perdagangan)
sesuai bidangnya;
telah melalmkan kegiatan usaha sesuai bidangnya;
mengajukan proposal;
memiliki keahlian di bidangnya;
memiliki modal kerja yang cukup; dan
Data Teknis :

1. tanah : lokasi/ alamat, luas, status,
pqngguqaan saat ini;

2. bangunan : lokasi/ alamat, luas, status
kepemilikan; dan

3. rencana perabangunan gedung dan fasilitas
lainnya dengan memperhatikan - KDB
(Koefesien Dasar Bangunan).
- KLB {Koefisien Luas Bangunan).
- Rencana Pembangunan dan lain sebagainya.

a.
b.

c.
d.
e.
f.
C'D'



(21 T\rgas Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (U
antara lain:
a. menerima dan meneliti secara administrasi

permohonan yang diqiukan oleh pemohon;
meneliti dan membahas proposal/surat
permohonan ,."g diAjukan pemohon i""e
berkaitan dengan jenis usaha, masa pengelolaan,
besarrrya kontribusi dan hal-hal lain yang
dianggap pedu sesuai bentuk pemanfaatanrrya
bersama-sama dengan pihak pemohon;
melakukan penelitian lapangan;
membuat berita acara hasil penelitian;
memberikan dan menyampaikan sara!
pertimbangan kepada Bupati;
menyiapkan surat jawaban penolakan atau
persetujuan pemanfaatan dari Bupati tentang
pdise tiij ri6n pemnnfaaian ;
menyiapkan Keputusan Bupati tentang
persetqiuan pemanfaatan; dan
menyiapkan surat perjanjian dan Berita Acara
Serah Terima.

Pasal 19

Penyerahan kembali barrgunaurl gedung besert6. fasifitas
kepada Pemerintah Daerah dilaksanakan setelah masa
pengoperasian yang diperjanjikan berakhir yang
dituaiigkan dalarii BeiiiC Acaia.

Bagian Ketqjuh
Bangun Serah Guna

Pasal 2O

(1) Bangun Serdh Guna baraurg milik daerah dapat
dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. pemerintah daerah memerlukan bangunan dan

faailitas 6agi pentele[g$araaii iiemerinhhali dadiah
untuk kepentingan pelayanan umum dalam rangka
penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;

b. tar.ah mlll/r pemerintah daerah yang telah
diseratrkan oleh pengguna kepada Bupati melalui
pengelola;
tidak tersedia dana dalam APBD unttrk penyediaan
bangunan dan fasilitas dimaksud.
penggunaan tanah yeng dibangun harrs sesuai
dengan Rencana Tata Ruang;
barang milik daerah belrrm dimanfiaatkan;
niengopHmalkAri 6#6ris inilili ilaerah;
dalam rangka efisiensi dan efelctifitas;
menambahl meningkatkan pendapatan daerah; darr
menuqiang program pembangunan dan
kemasyarakatan pemerintah daerah.

b.

c.
d.
e.

f.

oD'

h.

c.

d.

e.
f.
o

h.
i.



(21

(3)

Bangun Serah Guna barang milik daerah dilaksanakan
oleh pengelola setelah mendapatkan persehrjuan
Bupati.

Persetqjuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 21

tU Penetapan mitra Bangun Serah Guna dilaksanakan
melalui tender/lelang dengan mengikutsertakan
sekliiaig-liiiiari$ra 5 (liinil fesertal peminat.

f,zt Apabila telah diumumkan 2 (dua) kali berturut-turut
peminatnya kurang dari 5 (lima) berartt dapat
dilakr:kan proses pemilihan langsung atau penunjukan
langsung melalui negosiasi baik telmis mauptrn harga.

Mitra Bangun Serah Guna yang telah ditetapkan
selama jangka walctu pengoperasian, harus memenuhi
fe;taji6an seEaeai 6erikiit:
a. membayar kontribusi ke kas daeratr setiap tahun

yang besarannya ditetapkan berdasarkan hasil
perhitungan tim yang dibentuk oleh Bupati;

b. tidak menjaminkan, menggadaikan atau
memindahtanganan obyek bangun serah guna; dan

c. memelihara obyek bangun serah guna.

Obyek bangun serali guna sebagaimana dimiksud
pada ayat (3) huruf b adalah berupa sertifikat hak
pengelolaan milik Pemerintah Daerah.

Obyek bangun serah guna berupa tanah tidak boleh
dijadikan jaminan /diagunkan.

Hak guna bangunan di atas hak pengelolaan milik
Pemerintah Daerah dari pelaksanaan bangun serah
guna dapat dijadikan jaminan dan/atau diagunkan
sesuai ketenttran peraturan perundang-undangan.

Jangka waktu bangun serah guna paling lama 3O (tiga
puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani.

Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (61

selnrran g- kurangnya memuat:
a. para pthali yeflg terlidit dalarn perjeurjian;
b. obyek bangun serah guna;
q. jg1rs\P_waktu bangun* gg{a! ggqaj _

d. hak dan kew4iiban para pihak yang terkait dalam
perjanjian; dan

e. persyaratan lain yang dianggap perlu.

Izin mendirikan bangunan bangun serah gqna harus
atas nama Pemerintah Daerah.

(3)

(4)

(s)

(6)

(71

(8'

(e)



(1O) Biaya pengkajian, penelitian dan pengumum€ut lelang,
dibebankan pada APBD.

{11} Biaya yang berkenaan dengan persiapan dan
trrelaksanaan penJrusunan surat perjanjian, konsultan
pelaksana/pCngaitAs, di6i6ankan pada pihak
pemenang.

Pasal 22

Bangun Serah Guna barang milik daerah dilaksanakan
dengan ketentuan sebagai berikut:
A. mitra Efigrin $fah g""a hAnis riiedterah[An hA;il

bangun serah guna kepada Bupati arelalui pengelola
setelah selesai pembangunan;

b. mitra bangun serah guna dapat mendayagunakan
barang milik daerah tersebut sesuai jangka wakhr yang
ditetapkan dalam surat perjanjian; dan

c. setelah janska waktu pendayagunaan berakhir, obyek
bangun serah guna terlebih dahulu diaudit oleh aparat
pengavras fungsionaLl pemerintah daerah sebelum
penggunaannya ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 23

Besaran kontribusi yarlg dicantumkan dalam perjanjian
sebagaimana dimaksrrd dalam Pasal ?t ry"! l7)-ditetapkan
berdasarkan hasil perliitungari Um tang ditetapkan oleh
Bupati dengan memperhatikan antara lain :

a. nilai aset berupa tanah mitk pemerintah daerah
sebagai objek bangun serah guna ditetapkan sesuai
NJOP dan harga pasaran umum setempat diba$ dua,
dan apabila dalam suatu lokasi terdapat nilai NJOp dan
harga pasaran umum setempat yang berbeda,

dilakukan penjumlahan dan dibagi sesuai dengan
jumlah yang ada;

b. kegiatan ket'asama pemanfaatan untuk keperitingan
umum dan/atau kepentingan perekonomian/
perdaga:agan;

c. besaran nilai investasi yang diperlukanldisediakan
pihak ketiga; dan

d. dampak terhadap penyerapan tetaga kerja dan
peaingkatan PAD.

Pasal 24

(1) Permohonan penggunausahaan bangun serah guna
ditujukan kepada Panitia !""p4gt/_tg$As -y?!s_ _{lte!?plel
dengan Keputusan Bupati aan alengkapi data-data sebagai
berikut:

akte pendirian;
memiliki SIUP sesuai bidangnya;
telah melakukan kegiatan usaha. sesuai bidangnya;
mengajukan proposal;

a.
b.
c,
d.



e. memiliki keahlian di bidangnya;
f. memilik modal keqa yang cukup; dan
g. Data Teknis :

1. tanah : lokasi/ alamat, luas, status, penggunaan
saat ini;

2, bangunan : Lokasi/ alamat, luas, status
kepemilikan; dan

3. rencana pembangunan gedung dan fasilitas lainrrya

Ifnm##ffi'
(21 Tiiges Peiiitie SeEesrrimana alimekdiid pade aydt (U anHfa

lain:
a. menerima dan meneliti secara administrasi

permohonan yang diqiukan oleh pemohon;
b. meneliti dan membahas proposal/surat

permohonan yang diajukan pemohon yang
berkaitan dengan jenis usaha, masa pengelolaan,
besarnya kontribusi dan hal-hal lain yang dianggap
pedu sesuai bentuk pemanfaatannya bersarna=
sama dengan pihak pemohon;

c. melakukan penelitian lapangan;
d. membuat berita adara ha5il penCHtian;
e. memberikan dan menyampaikan saran

pertimbangan kepada Bupati;
f. menyiapkan srrrat jawaban penolakan atau

persetujuan pemanfaatan dari Bupati tentang
persetr4iuan pemanfaatan;

g. menyiapkan Keputusan Bupati tentang persetqiuan
pemanfaatan; dan

h. menyiapkan surat perjanjian dan Berita Acara
Serah Terima.

BAB V
KETENTUAN I,AIN.I,AIN

PaSal 25

Tata cara pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana
tercantum dalam lampiran Perahrran id, merupakan bagran
yang tidak rcrpiSahkari clari Peratufan ini.

BAB VI
KEtrENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Hal-hal yang belrrm diatur atau belum cukup diatur dala:rr
Peraturan ini, akan diatur lelih lanjut sesuai ketentuan
pdi"ijndans-iriiAdiisan i;aiis 6eilAku.



BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuin5ra, memerintahkan
pengundangan Peraturan ini dengan penempat4nnya dalam
Berita Daerah Kabupaten Katingan

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal l-y?*^s.,- aor'l

BffiATI KATINGAN,

lr*>n
DTIWEL RAUtIilG

Diundangkan di Kasongan
Pada tanggal t & ?* &o13

Plt. SEI(RETARIS DAERAH KABUPATEN KATINGAN

tsER.ITA DAERAH KABUFATEN KA?INGAN TAHUN


